L embaga Pemasyar akatan Kelas |1 A Palangkar aya
JI. Tjilik Riwut, Km. 2.5 Palangka Raya 73112 0853-4516-1997

https://www.lapaspalangkaraya.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TENGAH /

Pencabutan bebas bgrﬁh{éaé’aagemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya
No. SK :

Per syar atan

1. 1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadao Klien Pemasyarakatan yang melakukan

pelanggaran hukum

2. 2. Adanya dugaan pelangaraan yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah

penahanan dari kepolisian

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien

Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan

2. 2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu

menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB

3. 3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan

4. 4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan

pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya/ Tarif

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

| Tidak dipungut biaya

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 19:26. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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_ Publik menyampaikan pengdfIRPA&RRETARSY2(akgtan Kelas IIA Palangkaraya

disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan;

-Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan
dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam
rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan
perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada

publik yang menyampaikan pengaduan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 19:26. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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